
 

 
 

BUPATI SUKOHARJO 
PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO 
NOMOR 64 TAHUN 2025 

TENTANG 
RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KORIDOR JALAN 

ADI SUMARMO, JALAN WIMBOHARSONO, DAN  

JALAN NGEMPLAK KARTASURA  
KECAMATAN KARTASURA  

KABUPATEN SUKOHARJO 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 
 

BUPATI SUKOHARJO 

 
Menimbang : a. bahwa penataan bangunan dan lingkungan yang 

terencana merupakan kebijakan yang penting 
dalam pembangunan Daerah selaras dengan 

rencana tata ruang sehingga mampu mewujudkan 
kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 
b. bahwa Koridor Jalan Adi Sumarmo, Jalan 

Wimboharsono, dan Jalan Ngemplak Kartasura 
Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo belum 

memiliki wajah kota yang mampu memperkuat 
dinamisasi ekonomi, citra Kabupaten Sukoharjo 
dan terkoneksi sejarah sehingga diperlukan 

rencana tata bangunan dan lingkungan sebagai 
pedoman dalam pengendalian pemanfaatan ruang 

dan penyelenggaraan penataan bangunan dan 
lingkungan; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan Menteri Pekerjaan 
Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman 
Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, 

Dokumen Rencana Tata Bangunan dan 
Lingkungan ditetapkan dengan Peraturan Bupati; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalah huruf a, huruf b, dan huruf c, 

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Jalan Adi 
Sumarmo, Jalan Wimboharsono, dan Jalan 

Ngemplak Kartasura Kecamatan Kartasura 

Kabupaten Sukoharjo; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945;  

 
 

 

 
 

SALINAN 
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2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 

II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 
13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi 
Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

2757);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6865); 

   

MEMUTUSKAN: 
   

Menetapkan 
 

: PERATURAN BUPATI SUKOHARJO TETANG 
RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN 

JALAN ADI SUMARMO, JALAN WIMBOHARSONO, 
DAN JALAN NGEMPLAK KARTASURA KECAMATAN 
KARTASURA KABUPATEN SUKOHARJO. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelengara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo. 
4. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya 

disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu 
lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk 
mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan 

lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program 
bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan 

rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian 
rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan 

pengembangan lingkungan/kawasan. 
 

 

 
 



3 

 

5. Program Bangunan dan Lingkungan adalah penjabaran lebih 

lanjut dari perencanaan dan peruntukan lahan yang telah 
ditetapkan untuk kurun waktu tertentu yang memuat jenis, 

jumlah, besaran, dan luasan bangunan gedung serta 
kebutuhan ruang terbuka hijau, fasilitas umum, fasilitas 

sosial, prasarana aksesibilitas, sarana pencahayaan dan 
sarana penyehatan lingkungan, baik berupa penataan 

prasarana dan sarana yang sudah ada maupun baru. 
6. Rencana Umum dan Panduan Rancangan merupakan 

ketentuan tata bangunan dan lingkungan pada suatu 

lingkungan/kawasan yang memuat rencana peruntukan 
lahan makro dan mikro, rencana perpetakan, rencana tapak, 

rencana sistem pergerakan, rencana aksesibilitas lingkungan, 
rencana prasarana dan sarana lingkungan, rencana wujud 

visual bangunan, dan ruang terbuka hijau. 
7. Rencana Investasi adalah rujukan bagi para pemangku 

kepentingan untuk menghitung kelayakan investasi dan 

pembiayaan suatu penataan, sehingga terjadi kesinambungan 
pentahapan pelaksanaan pembangunan. 

8. Intensitas Pemanfaatan Lahan adalah tingkat alokasi dan 
distribusi luas lantai maksimum bangunan terhadap 

lahan/tapak peruntukannya. 
9. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB 

adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh 

lantai dasar bangunan gedung yang dapat dibangun dan luas 
lahan/tanah perpetakan/Daerah perencanaan yang dikuasai. 

10. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB 
adalah angka desimal perbandingan antara jumlah seluruh 

luas lantai seluruh luas banguan yang dapat dibangun dan 
luas lahan/tanah perpetakan/Daerah perencanaan yang 
dikuasai.  

11. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH 
adalah angka persentase perbandingan atas seluruh ruang 

terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi 
pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah 

perencanaan yang dikuasai. 
12. Ketinggian Bangunan gedung adalah tinggi maksimum 

bangunan gedung yang diizinkan pada lokasi tertentu. 

13. Garis Sempadan adalah garis batas luar pengamanan yang 
ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan tepi sungai, tepi 

saluran kaki tanggul, as jalan dan tepi luar kepala jembatan 
yang merupakan batas tanah yang boleh dan tidak boleh 

didirikan bangunan/dilaksanakan kegiatan. 
14. Garis Sempadan Jalan yang selanjutnya disingkat GSJ adalah 

garis batas luar pengamanan jalan atau rencana lebar jalan. 

15. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB 
adalah garis yang diatasnya atau sejajar dibelakangnya dapat 

didirikan bangunan. 
16. Blok adalah pembagian kawasan perencanaan menjadi Blok-

Blok pengembangan yang lebih kecil sehingga strategi dan 
program pengembangannya dapat lebih terarah dan rinci. 

17. Zona adalah Kawasan atau area yang memiliki fungsi dan 

karakteristik spesifik. 
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18. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah 

area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang 
penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh 

tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang 
sengaja ditanam. 

19. Pelayanan Sarana Umum yang selanjutnya di singkat PSU 
adalah sarana hunian, prasarana dan sarana lingkungan 

serta utilitas umum yang diperlukan untuk menciptakan 
lingkungan perumahan perkotaan yang serasi, sehat, 
harmonis dan aman sebagai satu kesatuan fungsional dalam 

tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya. 
20. Ketentuan Pengendalian Rencana adalah ketentuan- 

ketentuan yang bertujuan untuk mengendalikan berbagai 
rencana kerja, program kerja maupun kelembagaan kerja 

pada masa pemberlakuan aturan dalam RTBL dan 
pelaksanaan penataan suatu kawasan. 

21. Pedoman Pengendalian Pelaksanaan adalah pedoman yang 

dimaksudkan untuk mengarahkan perwujudan pelaksanaan 
penataan bangunan dan kawasan yang berdasarkan dokumen 

RTBL, dan memandu pengelolaan kawasan agar dapat 
berkualitas, meningkat, dan berkelanjutan. 

22. Kegiatan Reduce, Reuse, dan Recycle atau Batasi Sampah, 
guna Ulang Sampah dan Daur Ulang Sampah yang 
selanjutnya disebut Kegiatan 3R adalah segala aktivitas yang 

mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan 
sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak 

pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan 
kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru. 

23. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat 
PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik 
bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, 

memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan 
gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung. 

24. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan gedung yang selanjutnya 
disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh 

Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi 
bangunan gedung sebelum dapat dimanfaatkan. 

 

Pasal 2 

Penyusunan Peraturan Bupati dimaksudkan sebagai: 

a. dokumen pengendali bangunan dalam penyelenggaraan 
penataan bangunan dan lingkungan supaya memenuhi kriteria 

perencanaan tata bangunan dan lingkungan yang berkelanjutan; 
dan 

b. pedoman bagi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan.  

 

Pasal 3 

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk: 
a. memenuhi persyaratan tata bangunan dan lingkungan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
b. meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui upaya 

perbaikan kualitas lingkungan dan penyediaan ruang publik 

yang layak; 
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c. mewujudkan perlindungan dan pelestarian lingkungan secara 

berkelanjutan; dan  
d. meningkatkan vitalitas ekonomi lingkungan melalui penguatan 

kegiatan sosial ekonomi masyarakat. 
 

Pasal 4 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: 

a. lingkup kawasan perancangan; 
b. konsep dasar perancangan; 
c. rencana umum; 

d. panduan rancangan; 
e. rencana investasi; 

f. jangka waktu; 
g. partisipasi masyarakat; 

h. monitoring dan evaluasi; dan 
i. pendanaan. 

 

BAB II 

LINGKUP KAWASAN PERANCANGAN 

Bagian kesatu 

Lokasi 

Pasal 5 

(1) Kawasan perencanaan RTBL Jalan Adi Sumarmo,  Jalan 
Wimboharsono, dan Jalan Ngemplak Kartasura berada di 

Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo meliputi: 
a. Jalan Adi Sumarmo Kecamatan Kartasura Kabupaten 

Sukoharjo; 
b. Jalan Wimboharsono Kecamatan Kartasura Kabupaten 

Sukoharjo; dan  
c. Jalan Ngemplak Kartasura Kecamatan Kartasura Kabupaten 

Sukoharjo. 

(2) RTBL Jalan Adi Sumarmo,  Jalan Wimboharsono dan Jalan 
Ngemplak Kartasura Kecamatan Kartasura Kabupaten 

Sukoharjo sepanjang 2,09 (dua koma nol sembilan) kilo meter 
dengan  luas kawasan perencanaan  30,76 (tiga puluh koma 

tujuh puluh enam) hektar meliputi: 
a. Jalan Adi Sumarmo Kecamatan Kartasura Kabupaten 

Sukoharjo sepanjang 1,3 (satu koma tiga) kilo meter dengan  

luas 20,9 (dua puluh koma sembilan) hektar;  
b. Jalan Wimboharsono Kecamatan Kartasura Kabupaten 

Sukoharjo sepanjang 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) 
kilo meter dengan  luas 2,64 (dua koma enam puluh empat) 

hektar; dan 
c. Jalan Ngemplak Kartasura Kecamatan Kartasura Kabupaten 

Sukoharjo sepanjang 0,5 (nol koma lima) kilo meter dengan  

luas 7,22 (tujuh koma dua puluh dua) hektar.  
(3) RTBL Jalan Adi Sumarmo,  Jalan Wimboharsono, dan Jalan 

Ngemplak Kartasura Kecamatan Kartasura Kabupaten 
Sukoharjo diklasifikasikan berdasarkan potensi dan arah 

pengembanganya menjadi 4 (empat) segmen dan 2 (dua) Blok. 
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(4) Pembagian segmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

sebagai berikut: 

a. segmen 1: Jalan Adi Sumarmo Kecamatan Kartasura 

Kabupaten Sukoharjo ruas Gerbang Batas Kota sampai 

Pusat Perbelanjaan Luwes Kartasura; 

b. segmen 2: Jalan Adi Sumarmo Kecamatan Kartasura 

Kabupaten Sukoharjo ruas Pusat Perbelanjaan Luwes 

Kartasura sampai Perempatan Eks Kawedanan; 

c. segmen 3: Jalan Adi Sumarmo Kecamatan Kartasura 

Kabupaten Sukoharjo ruas perempatan Eks Kantor 

Kawedanan sampai Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 

Kartasura; dan 

d. segmen 4: Jalan Adi Sumarmo Kecamatan Kartasura 

Kabupaten Sukoharjo ruas Sekolah Menengah Pertama 

Negeri 1 Kartasura sampai perempatan Kartasura. 

(5) Pembagian Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai 

berikut: 

a. Blok 1: Jalan Wimboharsono Kecamatan Kartasura 

Kabupaten Sukoharjo ruas perempatan Kartasura sampai 

pertigaan Jalan Slamet Riyadi Kecamatan Kartasura 

Kabupaten Sukoharjo; dan 

b. Blok 2: Jalan Ngemplak Kartasura Kecamatan Kartasura 

Kabupaten Sukoharjo ruas pertigaan Jalan Slamet Riyadi 

Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo  sampai Situs 

Keraton Kartasura. 

(6) Peta kawasan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

Bagian kedua 

Program Bangunan dan Lingkungan 

Pasal 6 

Program Bangunan dan Lingkungan Jalan Adi Sumarmo, Jalan 
Wimboharsono, dan Jalan Ngemplak Kartasura Kecamatan 

Kartasura Kabupaten Sukoharjo meliputi: 
a. konsep dasar perancangan; 
b. rencana umum; 

c. paduan rancangan; dan 
d. rencana investasi. 

 
BAB III 

KONSEP DASAR PERANCANGAN 

Pasal 7 

(1) Konsep Dasar RTBL Jalan Adi Sumarmo, Jalan Wimboharsono, 

dan Jalan Ngemplak Kartasura Kecamatan Kartasura 
Kabupaten Sukoharjo meliputi: 

a. visi; 
b. misi; dan 

c. arahan penataan. 
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(2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu 

terwujudnya wajah Jalan Adi Sumarmo, Jalan Wimboharsono, 
dan Jalan Ngemplak Kartasura Kecamatan Kartasura 

Kabupaten Sukoharjo yang memiliki karakter kawasan 
perdagangan dan jasa, perkantoran serta ruang publik yang 

terkoneksi sejarah. 
(3) Untuk mewujudkan visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

disusun misi sebagai berikut: 
a. memadukan fungsi kawasan pemerintahan, perdagangan 

dan jasa serta fasilitas publik ke dalam satu wajah koridor 

kota yang berkarakter sekaligus beridentitas lokal berbasis 
potensi historis Keraton Kartasura;  

b. mengoptimalkan ruang terbuka dan kawasan sekitar 
simpang jalan menjadi ruang publik yang humanis dan 

nyaman sebagai wadah aktifitas olahraga, edukasi, politik, 
rekreasi, religi, budaya dan kuliner; 

c. menghadirkan perabotan jalan yang fungsional dan 

memperkuat tampilan arsitektural kawasan sebagai tugu, 
pembatas maupun penanda atau pengarah; 

d. memperbanyak vegetasi pada area RTH publik pada 
lapangan olah raga dan RTH tepi jalan maupun RTH privat 

pada kaveling bangunan untuk meningkatkan kenyamanan 
iklim mikro dan mengurangi dampak pemanasan global dan 
gejala pulau panas; dan 

e. pengembangan jaringan utilitas yang fungsional dengan 
tetap memperhatikan estetika kota. 

(4) Arahan penataan segmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c sebagai berikut: 

a. segmen 1, diarahkan pada penguatan visualisasi tugu batas 
kota yang memiliki kesan kuat dalam konteks regional, 
penanda memasuki kawasan perkotaan Kecamatan 

Kartasura Kabupaten Sukoharjo; 
b. segmen 2, diarahkan pada penguatan kesan simpul koridor 

melalui penataan ruang publik menjadi kawasan kuliner eks 
Kawedanan; 

c. segmen 3, diarahkan pada penguatan fungsi pusat 
pemerintahan dan RTH sebagai paru-paru kota melalui 
penataan fasad bangunan, penataan jalur pedestrian dan 

RTH; dan  
d. segmen 4, diarahkan pada pengembangan koridor 

perdagangan dan jasa skala pelayanan regional yang nyaman 
bagi pejalan kaki. 

(5) Arahan penaataan Blok sebagaimana dimaksud  
a. Blok 1, diarahkan pada penguatan kawasan kuliner sego 

liwet sekaligus pusat perkotaan Kecamatan Kartasura 

Kabupaten Sukoharjo melalui penataan ruang publik, tugu, 
dan jalur pedestrian; dan 

b. Blok 2, diarahkan pada penguatan Situs Keraton Kartasura 
dengan penataan jalur pedestrian di sekitar boto rubuh 

dilengkapi prasasti yang informatif terhadap nilai historis 
sekaligus menjadi pembatas fisik situs cagar budaya. 
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BAB IV 

RENCANA UMUM 

Bagian kesatu 

Umum 

Pasal 8 

Rencana Umum RTBL Jalan Adi Sumarmo, Jalan Wimboharsono, 
dan Jalan Ngemplak Kartasura Kecamatan Kartasura Kabupaten 

Sukoharjo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b 
terdiri atas: 
a. struktur peruntukan lahan; 

b. intensitas pemanfaatan lahan; 
c. tata bangunan; 

d. sistem sirkulasi dan jalur penghubung; 
e. sistem ruang terbuka dan tata hijau; 

f. tata kualitas lingkungan; dan 
g. sistem prasarana dan utilitas lingkungan. 

 

Bagian kedua 

Struktur Peruntukan Lahan 

Pasal 9 

(1) Struktur peruntukan lahan RTBL Jalan Adi Sumarmo Umum 

RTBL Jalan Adi Sumarmo, Jalan Wimboharsono, dan Jalan 
Ngemplak Kartasura Kecamatan Kartasura Kabupaten 
Sukoharjo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri 

4 (empat) segmen dan 2 (dua) Blok. 

(2) Segmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. segmen 1, berupa Zona perdagangan dan jasa serta Zona 
perumahan kepadatan tinggi; 

b. segmen 2, berupa Zona perdagangan dan jasa serta Zona 
perumahan kepadatan tinggi; 

c. segmen 3, berupa Zona perdagangan dan jasa, Zona 
pergudangan, Zona PSU, Zona RTH, serta Zona perumahan 
kepadatan tinggi; dan 

d. segmen 4, berupa Zona perdagangan dan jasa serta Zona 
perumahan kepadatan tinggi. 

(3) Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Blok 1, berupa Zona perdagangan dan jasa; dan 

b. Blok 2, berupa Zona perdagangan dan jasa, Zona perumahan 
kepadatan tinggi, dan Zona pariwisata budaya. 

(4) Peta struktur peruntukan lahan tercantum dalam Lampiran II 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

Bagian ketiga 

Intensitas Pemanfaatan Lahan 

Pasal 10 

(1) Intensitas pemanfaatan lahan RTBL Jalan Adi Sumarmo, Jalan 
Wimboharsono, dan Jalan Ngemplak Kartasura Kecamatan 
Kartasura Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8 huruf b terdiri atas: 
a. KDB; 
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b. KLB; 

c. KDH; dan 
d. Ketinggian Bangunan. 

(2) Ketentuan KDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
ditentukan sebagai berikut: 

a. KDB di Zona perdagangan dan jasa sebesar 60% (enam 
puluh persen); 

b. KDB di Zona perumahan kepadatan tinggi sebesar 80% 
(delapan puluh persen); 

c. KDB di Zona perkantoran sebesar 60% (enam puluh persen); 

d. KDB di Zona PSU sebesar 60% (enam puluh persen); 
e. KDB di Zona RTH sebesar 20% (dua puluh persen); dan 

f. KDB di Zona pariwisata budaya sebesar 60% (enam puluh 
persen). 

(3) Ketentuan KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
ditentukan sebagai berikut: 
a. KLB di Zona perdagangan dan jasa sebesar 3,6 (tiga koma 

enam);  
b. KLB di Zona perumahan kepadatan tinggi sebesar 2,8 (dua 

koma delapan); 
c. KLB di Zona perkantoran sebesar 3,6 (tiga koma enam); 

d. KLB di Zona PSU sebesar 1,8 (satu koma delapan); 
e. KLB di Zona RTH sebesar 1,8 (satu koma delapan); dan 
f. KLB di Zona pariwisata budaya sebesar 1,2 (satu koma dua). 

(4) Ketentuan KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
ditentukan sebagai berikut: 

a. KDH di Zona perdagangan dan jasa sebesar 20% (dua puluh 
persen);  

b. KDH di Zona perumahan kepadatan tinggi sebesar 20% (dua 
puluh persen); 

c. KDH di Zona perkantoran sebesar 30% (tiga puluh persen); 

d. KDH di Zona PSU sebesar 30% (tiga puluh persen); 
e. KDH di Zona RTH sebesar 80% (delapan puluh persen); dan 

f. KDH di Zona pariwisata budaya sebesar 30% (tiga puluh 
persen). 

(5) Ketentuan Ketinggian Bangunan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf d ditentukan sebagai berikut: 
a. ketinggian Bangunan di Zona perdagangan dan jasa 40 

(empat puluh) meter atau 8 (lima sampai delapan) lantai; 

b. ketinggian Bangunan di Zona perumahan kepadatan tinggi 

16 (enam belas) meter atau 4 (empat) lantai; 

c. ketinggian Bangunan di Zona perkantoran 20 (dua puluh) 

meter atau 5 (lima) lantai; 
d. ketinggian Bangunan di Zona PSU 15 (lima belas) meter atau 

3 (tiga) lantai; 
e. ketinggian Bangunan di Zona RTH 20 (dua puluh) meter 

atau 4 (empat) lantai; dan 
f. ketinggian Bangunan di Zona pariwisata budaya 10 

(sepuluh) meter atau 2 (dua) lantai. 
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Bagian keempat 

Tata Bangunan 

Pasal 11 

(1) Tata Bangunan di Jalan Adi Sumarmo, Jalan Wimboharsono, 
dan Jalan Ngemplak Kartasura Kecamatan Kartasura 

Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
huruf c meliputi: 

a. GSB; 
b. pemunduran bangunan; dan 
c. tampilan bangunan. 

(2) Ketentuan GSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
ditentukan sebagai berikut: 

a. GSB di segmen 1, segmen 2, segmen 3, dan segmen 4 berada 
di Jalan Adi Sumarmo Kecamatan Sukoharjo Kabupaten 

Sukoharjo seluas 14,5 (empat belas koma lima) meter; 
b. GSB di Blok I seluas 9,5 (sembilan koma lima) meter; dan 
c. GSB di Blok II seluas10,5 (sepuluh koma lima) meter. 

(3) Pemunduran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b minimal 6 (enam) meter berlaku untuk bangunan 

dengan fungsi selain perumahan bertujuan menyediakan ruang 

parkir bagi pengguna bangunan pada kaveling yang 

bersangkutan. 

(4) Tampilan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

c bersifat fungsional, membentuk citra kawasan dan terkoneksi 

secara histori melalui: 

a. desain bangunan menyesuaikan fungsinya sebagai wadah 

kegiatan perdagangan dan jasa, perkantoran serta ruang 

publik;  

b. penguatan citra lokal dilakukan dengan cara menerapkan 

bentuk atau ornamen yang berasal dari arsitektur 

tradisional jawa, corak batik, tokoh wayang, dan gubahan 

komponen jamu serta emping sebagai produk unggulan 

daerah; dan 

c. upaya mengaitkan citra kawasan dengan histori keraton 

kartasura dilakukan dengan menggunakan material batu 

bata ekspos sebagai transformasi dari tampilan bangunan 

cagar budaya benteng keraton kartasura. 

 

Bagian kelima 

Sistem Sirkulasi dan Jalur Penghubung 

Pasal 12 

(1) Sistem sirkulasi dan jalur penghubung di Jalan Adi Sumarmo, 

Jalan Wimboharsono, dan Jalan Ngemplak Kartasura 
Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi: 
a. sistem jaringan jalan; 
b. sistem sirkulasi kendaraan bermotor beserta fasilitas 

pemberhentian; 
c. sistem parkir; dan 
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d. jalur penghubung. 

(2) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a terdiri atas: 

a. Jalan Adi Sumarmo Kecamatan Kartasura Kabupaten 
Sukoharjo merupakan jalan kolektor primer dengan GSJ 7,5 

(tujuh koma lima) meter; 
b. Jalan Wimboharsono Kecamatan Kartasura Kabupaten 

Sukoharjo merupakan jalan kolektor sekunder dengan GSJ 
7,5 (tujuh koma lima) meter; dan 

c. Jalan Ngemplak Kartasura Kecamatan Kartasura Kabupaten 

Sukoharjo merupakan jalan lokal primer dengan GSJ 5,5 
(lima koma lima) meter. 

(3) Ketentuan teknis sistem sirkulasi kendaraan bermotor beserta 

fasilitas pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b mengikuti arahan manajemen transportasi yang 

dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan bidang perhubungan. 

(4) Sistem parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

menerapkan sistem gabungan sebagai berikut: 

a. parkir di badan jalan berada di badan jalan sisi timur Jalan 

Adi Sumarmo, Jalan Wimboharsono maupun Jalan 

Ngemplak Kartasura Kecamatan Kartasura Kabupaten 

Sukoharjo; dan 

b. parkir yang di luar badan jalan umum dilakukan di area 

halaman bangunan, area parkir khusus, maupun garasi 

yang disediakan oleh pertokoan, pusat perbelanjaan, 

perkantoran dan sarana umum lainnya. 

(5) Jalur penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

d terdiri atas: 
a. jalur sepeda berada di badan jalan sisi barat Jalan Adi 

Sumarmo, Jalan Wimboharsono, dan Jalan Ngemplak 
Kartasura Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo lebar 

1 (satu) meter dengan penanda garis warna; dan  
b. jalur pejalan kaki berupa jalur pedestrian dengan lebar 2 

(dua) meter berada di kanan kiri Jalan Adi Sumarmo, Jalan 

Wimboharsono, dan Jalan Ngemplak Kartasura Kecamatan 
Kartasura Kabupaten Sukoharjo.  

(6) Peta sistem sirkulasi dan jalur penghubung tercantum dalam 
Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 
 

Bagian keenam 

Sistem Ruang Terbuka Hijau 

Pasal 13 

(1) Sistem RTH di Jalan Adi Sumarmo, Jalan Wimboharsono, dan 
Jalan Ngemplak Kartasura Kecamatan Kartasura Kabupaten 

Sukoharjo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e 
meliputi: 
a. RTH lapangan olahraga dan ruang publik; 

b. RTH tepi jalan; dan 
c. RTH pada kaveling. 
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(2) RTH lapangan olah raga dan ruang publik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a dijelaskan sebagai berikut: 
a. lingkup RTH lapangan olahraga dan ruang publik terdiri dari 

RTH Lapangan Olahraga Desa Singopuran dan Lapangan 
Olahraga Desa Ngabeyan Kecamatan Kartasura Kabupaten 

Sukoharjo; 
b. RTH Lapangan Olahraga Desa Singopuran Kecamatan 

Kartasura Kabupaten Sukoharjo dikembangkan menjadi 
Lapangan Olahraga yang rekreatif dilengkapi taman bermain 
yang nyaman, ramah lingkungan dan inklusif; 

c. RTH Lapangan Olahraga Desa Ngabeyan Kecamatan 
Kartasura Kabupaten Sukoharjo dikembangkan menjadi 

Lapangan Olahraga kompetitif dilengkapi fasilitas penunjang 
latihan yang memadai; dan 

d. vegetasi yang ditanam berupa pohon pelindung, penghasil 
oksigen serta penghasil buah dipadukan dengan semak, 
perdu dan tanaman penutup tanah sebagai pendukung 

estetika dan karakter kawasan. 
(3) RTH tepi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

dijelaskan sebagai berikut: 
a. lingkup RTH tepi jalan meliputi RTH yang dikembangkan di 

area trotoar tepi Jalan Adi Sumarmo, Jalan Wimboharsono, 
dan Jalan Ngemplak Kartasura Kecamatan Kartasura 
Kabupaten Sukoharjo; 

b. RTH tepi jalan berfungsi sebagai pembatas antara area 
pejalan kaki dan area kendaraan bermotor, mendukung 

fungsi ekologi lingkungan dengan memberikan keteduhan 
naungan, menurunkan suhu, meningkatkan kelembaban 

dan menyediakan oksigen khususnya bagi pengguna jalan; 
c. vegetasi yang ditanam berupa pohon pelindung, pengarah, 

dan penghasil oksigen dipadukan dengan semak, perdu dan 

tanaman penutup tanah sebagai pendukung estetika dan 
karakter kawasan pendukung histori Keraton Kartasura; dan 

d. area RTH tepi jalan merupakan tempat penempatan tiang 
baliho/papan reklame dan perabot jalan lainnya yang berada 

di trotoar.  
(4) RTH pada kaveling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

c dijelaskan sebagai berikut: 

a. RTH pada kavling merupakan RTH pada kaveling bangunan 
perkantoran, sarana umum milik pemerintah maupun 

bangunan privat milik masyarakat luas; dan 
b. RTH pada kaveling diarahkan untuk ditanami pohon 

pelindung, penghasil buah dan penghasil oksigen dipadukan 
dengan semak, perdu dan tanaman penutup tanah untuk 
mendukung estetika kawasan.  

(5) Rencana RTH sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, 
huruf b, dan huruf c, tercantum dalam Lampiran IV yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

 
 
 

 
 

 



13 

 

Bagian ketujuh 

Tata Kualitas Lingkungan 

Pasal 14 

(1) Tata kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
huruf f mengatur: 

a. penanda; dan 
b. perabot jalan. 

(2) Penanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:  
a. papan atau penanda lainnya yang menunjukkan nama atau 

identitas bangunan, tempat atau kawasan tertentu; 

b. papan atau penanda lainnya sebagai penunjuk arah yang 
membantu navigasi pengunjung; 

c. papan atau penanda lainnya yang memuat informasi penting 
tentang suatu kawasan seperti peta kawasan, peraturan, 

sejarah, dan sebagainya; dan 
d. papan reklame, billboard, baliho, spanduk atau penanda 

lainnya yang memuat iklan, promosi atau kampanye berupa 

gambar, teks, atau kombinasi keduanya, dengan tujuan 
mengkomunikasikan informasi tentang produk, jasa, acara, 

atau untuk meningkatkan popularitas suatu merek atau 
individu. 

(3) Perabot jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
merupakan elemen pelengkap ruang kota berupa jalan maupun 
kawasan terbuka lainnya seperti:  

a. bangku; 
b. lampu; 

c. tempat sampah; 
d. pagar pembatas; 

e. gapura, halte;  
f. tugu; 
g. air mancur; dan  

h. elemen dekoratis lainnya untuk meningkatkan fungsi ruang 
kota berupa jalan maupun kawasan terbuka lainnya.  

(4) Desain penanda dan perabot jalan lainnya diarahkan untuk 
memberikan kenyamanan dan kenyamanan pengguna, 

memberikan informasi/penanda identitas dan arahan serta 
menguatkan citra, histori dan nilai-nilai lokal. 

(5) Ketentuan desain penanda dan perabot jalan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 
Bagian kedelapan 

Sistem Prasana dan Utilitas Lingkungan 

Pasal 15 

(1) Sistem prasarana dan utilitas lingkungan sebagaimana yang 

dimaksud dalam Pasal 7 huruf g meliputi:  
a. jaringan air bersih; 

b. jaringan air limbah;  
c. jaringan drainase;  

d. jaringan persampahan;  
e. jaringan listrik; dan  
f. jaringan telekomunikasi; 
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(2) Jaringan air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a menggunakan jaringan perpipaan oleh perusahaan daerah air 
minum.  

(3) Jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b meliputi: 

a. sistem jaringan air limbah domestik diarahkan dengan 
sistem septictank komunal; dan  

b. sistem jaringan air limbah non domestik diwajibkan 
membuat instalasi pengolahan limbah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(4) Jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
meliputi:  

a. saluran drainase tertutup di bawah trotoar, dua sisi 
dilengkpedestrian 

b. api dengan man hole; dan  
c. setiap persil bangunan diwajibkan membuat biopori atau 

sumur resapan.  

(5) Jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf d meliputi:  

a. penyediaan tempat sampah;  
b. penyediaan container; dan  

c. kegiatan 3R.  
(6) Jaringan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 

meliputi:  
a. penyediaan jaringan listrik oleh perusahaan listrik negara; 

dan  

b. penyediaan energi listrik oleh perusahaan atau masyarakat.  
(7) Jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf f meliputi: 
a. penyediaan jaringan telepon sistem kabel udara dan bawah 

tanah; dan  
b. penyediaan jaringan telepon nirkabel oleh pihak swasta. 

 

BAB V 

PANDUAN RANCANGAN 

Pasal 16 

(1) Panduan rancangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 

5 huruf c meliputi:  
a. aturan wajib; dan 
b. aturan anjuran. 

(2) Aturan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
merupakan aturan yang bersifat mengikat dan wajib untuk 

ditaati.  
(3) Aturan anjuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

merupakan aturan yang disusun menurut kesepakatan desain 
yang disesuaikan dengan visi Kawasan dan para pemangku 
kepentingan sehingga dianjurkan untuk ditaati atau diikuti. 

(4) Aturan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
meliputi: 

a. peruntukan Lahan; 
b. Intensitas Pemanfaatan Lahan; dan 

c. GSB. 
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(5) Aturan anjuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

meliputi: 
a. bentuk dan tata masa bangunan; 

b. orientasi bangunan; 
c. tampilan bangunan; 

d. pagar pembatas; 
e. jalur pejalan kaki; 

f. tata informasi; dan 
g. utilitas bangunan dan lingkungan. 

(6) Setiap orang/badan hukum yang melanggar aturan wajib 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi 
administratif. 

(7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 
dapat berupa: 

a. peringatan tertulis; 
b. pembatasan kegiatan pembangunan; 
c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan 

pelaksanaan pembangunan; 
d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan 

bangunan gedung;  
e. pembekuan PBG; 

f. pencabutan PBG; 
g. pembekuan SLF bangunan gedung; 
h. pencabutan SLF bangunan gedung; dan/atau 

i. perintah pembongkaran bangunan gedung. 
(8) Panduan rancangan beserta simulasi rancangan tiga 

dimensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 
dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini. 
 

Pasal 17 

(1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) huruf a dilakukan oleh 

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan 

pertanahan, dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: 
a. peringatan tertulis kesatu dengan jangka waktu paling lama 

7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya peringatan tertulis 

kesatu;  
b. peringatan tertulis kedua dengan jangka waktu paling lama 

3 (tiga) hari kalender sejak diterimanya peringatan tertulis 
kedua; dan  

c. peringatan tertulis ketiga dengan jangka waktu paling lama 
3 (tiga) hari kalender sejak diterimanya peringatan tertulis 
ketiga. 

(2) Pembatasan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 16 ayat (7) huruf b dilakukan oleh Perangkat 

Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 
pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan, dalam 

bentuk penghentian kegiatan pembangunan yang tidak sesuai 
dengan penetapan fungsi bangunan gedung. 
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(3) Penghentian sementara pada pekerjaan pelaksanaan 

pembangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (7) 
huruf c, dilaksanakan jika diindikasikan adanya pelanggaran 

ketentuan penyelenggaraan bangunan gedung pada tahap 
pembangunan dan/atau bersamaan dengan peringatan tertulis 

kesatu sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (7) huruf a 
dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang 
dan pertanahan, dalam bentuk surat penyegelan sementara. 

(4) Apabila pemilik tidak mentaati surat penyegelan sementara 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka akan dilakukan 
penyegelan tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan. 

(5) Penghentian sementara pada pemanfaatan Bangunan gedung 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (7) huruf d, 

dilaksanakan jika diindikasikan adanya pelanggaran ketentuan 
penyelenggaraan bangunan gedung pada tahap pemanfaatan, 
dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang 
dan pertanahan, dalam bentuk surat penyegelan sementara. 

(6) Apabila pemilik tidak mentaati surat penyegelan sementara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka akan dilakukan 

penyegelan tetap pada pemanfaatan bangunan gedung. 
(7) Dalam hal pemilik atau pengguna Bangunan gedung tidak 

menindaklanjuti peringatan tertulis ketiga sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 16 ayat (7) huruf c paling lama 30 (tiga 
puluh) hari kalender sejak diterimanya peringatan tertulis 

ketiga, maka dikenai sanksi Pencabutan PBG sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 16 ayat (7) huruf f oleh Perangkat Daerah 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. 

(8) Apabila sudah dilaksanakan pencabutan PBG sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 16 ayat (7) huruf f dan/atau penghentian 
tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 16 ayat (7) huruf d tidak diindahkan, 
maka dilakukan perintah pembongkaran Bangunan gedung 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (7) huruf i. 
(9) Pengenaan sanksi perintah pembongkaran Bangunan gedung 

sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan oleh 

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan 

pertanahan dan/atau Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman 

dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub 
urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan 
kebakaran. 

 
BAB VI 

RENCANA INVESTASI 

Pasal 18 

(1) Rencana investasi pada wilayah perencanaan dalam Pasal 6 
huruf d meliputi:  
a. jangka waktu 

b. pelaku kegiatan; dan  
c. sumber pendanaan. 



17 

 

(2) Pelaku kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

meliputi: 
a. pemerintah; 

b. swasta; dan 
c. masyarakat luas. 

(3) Rencana investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.  
 

BAB VII 

JANGKA WAKTU 

Pasal 19 

(1) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 pada 
ayat (1) huruf a selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak Tahun 

2026 sampai dengan Tahun 2030. 
(2) RTBL dapat ditinjau kembali atau disempurnakan untuk 

disesuaikan dengan perkembangan keadaan minimal 1 (satu) 

kali setelah 1 (satu) tahun. 
(3) Peninjauan kembali dilakukan jika terjadi kondisi tertentu, 

antara lain karena: 
a. terjadinya bencana alam skala besar yang telah ditetapkan 

oleh penjabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan 
perundang–undangan; 

b. adanya perubahan batas dan/atau wilayah Daerah; 

dan/atau 
c. adanya evaluasi/perubahan/pengajuan ulang rencana detail 

tata ruang pada Zona dimaksud, maka RTBL harus 
dilakukan peninjauan kembali. 

 
BAB VIII 

PARTISIPASI MASYARAKAT 

Pasal 20 

Partisipasi masyarakat dalam melaksanakan RTBL Jalan Adi 

Sumarmo, Jalan Wimboharsono, dan Jalan Ngemplak Kartasura 
Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo dapat diwujudkan 

dalam bentuk: 
a. memberikan ide dan sumbang saran dalam pelaksanaan 

pembangunan; 

b. ikut serta mengawasi pelaksanaan pembangunan agar sesuai 
dengan ketentuan RTBL; dan  

c. membangun kaveling maupun lingkungan sekitarnya sesuai 
dengan rencana umum dan panduan rancangan. 

 
BAB IX 

MONITORING DAN EVALUASI 

Pasal 21 

(1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RTBL 

Jalan Adi Sumarmo, Jalan Wimboharsono, dan Jalan Ngemplak 
Kartasura Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. 
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(2) Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) Bupati mendelegasikan kepada 
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan. 
 

BAB X 

PENDANAAN 

Pasal 22 

(1) Pendanaan pelaksanaan RTBL Jalan Adi Sumarmo, Jalan 
Wimboharsono, dan Jalan Ngemplak Kartasura Kecamatan 

Kartasura Kabupaten Sukoharjo bersumber dari anggaran 
pendapatan dan belanja Daerah. 

(2) Selain bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan pelaksanaan 

RTBL Jalan Adi Sumarmo, Jalan Wimboharsono, dan Jalan 
Ngemplak Kartasura Kecamatan Kartasura Kabupaten 
Sukoharjo dapat bersumber dari sumber lain yang sah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

 
BAB XI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 23 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, pemerintahan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Sukoharjo. 

 
 

      Ditetapkan di Sukoharjo 

                            pada tanggal 22 Desember 2025 
 

 
                   BUPATI SUKOHARJO, 

 
   ttd. 

 

 
                    ETIK SURYANI 

 
Diundangkan di Sukoharjo 

pada tanggal 22 Desember 2025 
  
SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SUKOHARJO, 
 

ttd. 
  

ABDUL HARIS WIDODO 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 

TAHUN 2025 NOMOR 64 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 
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Ketapang kencana 
(Terminalia mantaly)  

 

Bungur (Langerstromea 
loudonii)

 

 

Glodokan Tiang 
(Polyalthia longifolia)

 
 

 

 

 

  

Beringin (Ficus 
benjamina)

 

 

Sawo Kecik

 

(Manilkara kauki)

 

 

Melinjo

 

(Gnetum gnemon L.)
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LAMPIRAN V 
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR          TAHUN 2025 
TENTANG  
RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN JALAN ADI 
SUMARMO, JALAN WIMBOHARSONO, JALAN NGEMPLAK 
KARTASURA KECAMATAN KARTASURA KABUPATEN 
SUKOHARJO 

  
PANDUAN RENCANA BESERTA SIMULASI RANCANGAN TIGA DIMENSIONAL        

Tabel 1. Aturan Wajib  
Intensitas Pemanfaatan 

Ruang  dan Tata Bangunan 
Zona Perdagangan dan 

Jasa 
Zona Perumahan 
Kepadatan Tinggi 

Zona Perkantoran Zona PSU Zona RTH Zona Pariwisata 
Budaya 

Segmen 1 
KDB 60% 80%     
KLB 3,6 2,8 
KDH 20% 20% 

Ketinggian Bangunan 40 m atau 8 lantai 16 m atau 4 lantai 
GSB 14,5 m 14,5 m 

Segmen 2 
KDB 60% 80% 60%    
KLB 3,6 2,8 3,6 
KDH 20% 20% 30% 

Ketinggian Bangunan 40 m atau 8 lantai 16 m atau 4 lantai 20m (5 lantai) 
GSB 14,5 m 14,5 M 14,5 m 

Segmen 3 
KDB 60% 80% 60% 60% 20%  
KLB 3,6 2,8 3,6 1,8 1,8 
KDH 20% 20% 30% 30% 80% 

Ketinggian Bangunan 40 m atau 8 lantai 16 m atau 4 lantai 20m (5 lantai) 16 m (4 lantai) 20 m (5 lantai) 
GSB 14,5 m 14,5 m 14,5 m 14,5 M 14,5 m 

Segmen 4 
KDB 60% 80%     
KLB 3,6 2,8 
KDH 20% 20% 

Ketinggian Bangunan 40 m atau 8 lantai 16 m atau 4 lantai 
GSB 14,5 m 14,5 m 

Blok 1 
KDB 60%      
KLB 3,6 
KDH 20% 

Ketinggian Bangunan 40 m atau 8 lantai 
GSB 9,5 m 
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Intensitas Pemanfaatan 
Ruang  dan Tata Bangunan 

Zona Perdagangan dan 
Jasa 

Zona Perumahan 
Kepadatan Tinggi 

Zona Perkantoran Zona PSU Zona RTH Zona Pariwisata 
Budaya 

Blok 2 
KDB 60% 80%    60% 
KLB 3,6 2,8 1,2 
KDH 20% 20% 30% 

Ketinggian Bangunan 40 m atau 8 lantai 16 m atau 4 lantai 10 m (2 lantai) 
GSB 10,75 m 10,75 m 10,75 m 

 

Tabel 2. Aturan Anjuran  
Sistem Sirkulasi dan Jalur Penghubung di Segmen 1; Segmen 2; Segmen 3; Segmen 4; Blok 1; Blok 2 

1. Sirkulasi Kendaraan 
Bermotor Dan 
Angkutan Umum 
 

a. Rencana sirkulasi kendaraan bermotor dan angkutan umum mengikuti ketentuan managemen transport dari Dinas terkait. 
b. Pengembangan jalan raya menyesuaikan fungsi dan rencana geometri yang telah ditetapkan (Jalan Adi Sumarmo: Kolektor primer, Jalan 

Wimboharsono: Kolektor primer; dan Jalan Ngemplak: Lokal primer). 
c. Parkir di badan jalan (on street) diperkenankan, hanya pada satu sisi Barat baik di Jalan Adi Sumarmo, Jalan Wimboharsono maupun Jalan 

Ngemplak.  
d. Bangunan dengan fungsi perdagangan dan jasa, perkantoran dan PSU wajib menyediakan area parkir di area kaveling bangunan (off street) 

dengan jumlah sesuai peraturan terkait. 
 

2. Jalur Sepeda 
 

a. Jalur sepeda menyatu dengan jalan raya, selebar 2 meter.   
b. Digunakan garis marka jalan untuk membatasi dan membedakan area jalur kendaraan bermotor dan jalur sepeda. 

 

3. Jalur Pejalan Kaki 
(Trotoar)  
 

a. Sirkulasi pejalan kaki (Trotoar) harus menerus, tidak terputus oleh akses masuk ke kaveling bangunan untuk memudahkan pengguna bagi 
para difable 

b. Pada akses ke kaveling, ketinggian/ peil trotoar bagian tengah tidak boleh diturunkan.  
c. Ketentuan desain trotoar:  

1) Lebar minimal 2 m terdiri dari 1,5 m area pejalan kaki dan 0,5 m berupa area RTH tepi jalan sebagai tempat penanaman tanaman, 
penempatan street furniture dan signage; 

2) Jalur Trotoar dapat ditempatkan di atas saluran drainase yang telah ditutup dengan plat beton yang memenuhi syarat; 
3) Permukaan yang rata dan tidak licin 
4) Kemiringan melintang 2-3%, sehingga tidak boleh terlalu curam, aman bagi pengguna kursi roda atau penyandang disabilitas lainnya. 
5) Kemiringan memanjang disesuaikan dengan kemiringan jalan serta memperhatikan kebutuhan pengguna kursi roda, maksimal 8% atau 

rasio 1:12. 
6) Material perkerasan: Paving blok 
7) Arah pandangan: Bebas ke semua arah 
8) Tinggi ruang bebas: minimal 2,5 m 
9) Perbedaan level dari jalan raya: 20 cm  

d. Pada Trotoar disediakan 2 jenis lampu untuk penerangan jalan raya dan penerangan Trotoar. Jarak antar lampu mempertimbangkan luasan 
area penerangan dengan kuat penerangan yang memadai. 
1) Disediakan area istirahat (tempat duduk – siiting grup) yang nyaman dan aman pada interval yang wajar terutama pada jalur yang panjang.  
2) RTH tepi jalan juga difungsikan sebagai jalur pemisah antara pekjalan kaki dan jalan raya untuk mencegah kecelakaan.  
3) Di Trotoar disediakan jalur khusus untuk penyandang disabilitas berupa ramp, jalur pemandu (guiding block), dan marka yang sesuai. 

Ukuran guiding block: 30x30 cm 
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Aturan Anjuran RTH  

1. RTH Tepi Jalan di 
Segmen 1; Segmen 2; 
Segmen 3; Segmen 4; 
Blok 1; dan Blok 2 

 

a. RTH Tepi Jalan berada di area trotoar sepanjang jalan Adi Sumarmo, Jalan Wimboharsono dan Jalan Ngemplak 
b. RTH Tepi Jalan berfungsi: ekologis (peneduh, penghasil oksigen, pengontrol iklim mikro, menyerap dan menjerat polutan), estetika, dan 

membentuk citra kawasan sebagai koridor yang terhubung dengan Situs Kraton Kartasura; 
c. RTH Tepi Jalan terletak pada trotoar jalur pejalan kaki, juga berfungsi sebagai pembatas (barrier) area pejalan kaki dengan area jalan raya 

(kendaraan bermotor). Pada bagian ini merupakan area penempatan tiang baliho/ papan reklame dan street furniture lainnya.  
d. RTH Tepi Jalan diterapkan di sepanjang jalan termasuk di depan pertokoan yang seluruh bagian menjadi akses masuk ke bangunan dengan 

modul penanaman pohon berjarak kurang lebih 9 m ditanami pohon, diupayakan lurus dengan batas kaveling atau batas bangunan pertokoan 
agar tidak terlalu menghalangi akses masuk maupun parkir kendaraan  

e. Tanaman yang ditanam berupa pohon pelindung dan pengarah serta tanaman hias  berupa semak, perdu maupun groung cover.  
f. Jenis pohon yang ditanam di RTH tepi jalan antara lain: 

1) Segmen 1 dan Segmen 2: Ketapang kencana (Terminalia mantaly); 
2) Segmen 3 dan Segmen 4: Bungur (Langerstromea loudonii); 
3) Blok 1: Glodogan Tiang (Polythea longifolia); 
4) Blok 2: Tanjung (Mimusops elengi); 

 

2. RTH Lapangan 
Olahraga dan Public 
Space di Segmen 1, 
Segmen 3 dan Blok 1 

a. RTH Lapangan Olahraga dan Public Space di Segmen 1: 
1) RTH taman di lokasi Gapura Batas Kota dikembangkan menjadi pendukung keberadaan Tugu batas kota sehingga lebih terkesan estetis 

dan monumental; 
2) Tanaman yang ditanam berupa tanaman hias berupa perdu, semak dan ground cover; 

b. RTH Lapangan Olahraga dan Public Space di Segmen 3: 
1) Pengembangan RTH Lapangan Olahraga Desa Singopuran menjadi ruang publik (public space) dengan fungsi olahraga dan taman rekreasi;  
2) RTH Lapangan Olahraga Desa Ngabeyan dikembangkan  menjadi RTH Lapangan Olahraga Kompetitif; 
3) Desain RTH fungsional,  aman, nyaman, ramah ligkungan dan inklusfif; 
4) Jenis pohon yang ditanam berfungsi menjadi pelindung, pembatas, estetis, penghasil oksigen dan penghasil buah yang dapat dikonsumsi. 
5) Jenis Pohon utama yang ditanam adalah Trembesi (Samanea Saman),  Ketapang kencana (Terminalia mantaly), Bungur (langerstromea 

loudonii), mangga (Mangifera indica), Nangka (Artocarpus heterophyllus), kelengkeng (Dimocarpus longan). 
c. RTH Lapangan Olahraga dan Public Space di Blok 1: 

1) RTH taman di public space Perempatan Kartasura berfungsi sebagai landmark pendukung memori histori dan mencitrakan Keraton 
Kartasura 

2) Tanaman yang ditanam berupa tanaman yang mengandung nilai historis dan kelokalan berupa pohon dan tanaman hias baik perdu, 
tanaman rambat, semak maupun ground cover. 

3) Jenis pohon yang ditanam adalah Beringin (Ficus benjamina), Sawo kecik (Manilkara kauki) dan Melinjo (Gnetum gnemon Linn.). 
 

3. RTH pada Kaveling 
Bangunan di Segmen 1; 
Segmen 2; Segmen 3; 
Segmen 4; Blok 1; dan 
Blok 2 

 

a. Tiap kaveling bangunan agar menanam tanaman  untuk meningkatkan keteduhan dan pasokan oksigen. 
b. Jenis tanaman yang ditanam bervariasi bisa berupa pohon, perdu, semak maupun tanaman rambat. 
c. Tanamam dapat langsung ditanam di tanah, di dalam pot maupun direkayasa dalam bentuk vertical garden atau roof garden dapat 

menggunakan sistem konvensioanal, hidroponik maupun sistem lainnya. 

Aturan Anjuran Utilitas Bangunan dan Lingkungan di Segmen 1; Segmen 2; Segmen 3; Segmen 4; Blok 1; dan Blok 2 
1. Saluran Drainase  a. Terletak pada kedua sisi jalan dengan model saluran drainase/selokan tertutup 

b. Saluran drainase/selokan tertutup di bawah jalur Trotoar dilengkapi gril terkait dengan kemudahan Perawatan 
2. Jaringan listrik dan 

telekomunikasi 
Menggunakan sistem jaringan bawah tanah 
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3. Persampahan  
 

Setiap bangunan menyediakan bak sampah tertutup yang terencana dengan baik di dalam persil dengan memperhatikan kemudahan 
pengangkutan sehingga tidak mengganggu kenyamanan bagi penghuni, masyarakat dan lingkungan sekitarnya 

4. Jaringan Hidran a. Jenis Hidran: Hidran Halaman 
b. Jarak Antar Hidran (luar): Maksimal 100 m antar titik hidran 
c. Tekanan Minimum di Nozzle: ≥ 4,5 bar (450 kPa) 
d. Debit Air Minimum per Titik Hidran: 1.000 L/menit (0,0167 m³/detik) 
e. Warna & Identifikasi: Tiang hidran merah, kepala kuning atau sesuai standar daerah 

 Aturan Anjuran kualitas Visual dan Kualitas Lingkungan di Segmen 1; Segmen 2; Segmen 3; Segmen 4; Blok 1; dan Blok 2 
1. Kualitas visual 

 
a. Bangunan memiliki bentuk dasar persegi (kotak)  dapat divariasikan dengan bentuk segi lainnya dan lingkaran 
b. Gubahan masa bangunan agar merespon faktor iklim tropis  
c. Bangunan dengan fungsi non rumah tinggal harus menerapkan setback bangunan minimal 6 meter dari batas jalan, untuk ruang parkir dan 

ruang hijau. 
d. Peil lantai dasar setinggi minimal 20 cm dari halaman untuk kemudahan akses dan menghindari banjir.Fasad bangunan diarahkan pada citra 

arsitektur lokal, vernakuler atau arsitektur tradisional Jawa.  
e. Upaya mengaitkan citra kawasan dengan histori Keraton Kartasura dilakukan dengan mentransformasi tampilan bangunan cagar budaya 

Benteng Keraton Kartasura berupa ornament ekspose batu bata, corak batik atau  tokoh wayang/ gunungan. 
f. Arsitektur modern minimalis diperkenankan namun tetap memiliki ornamen jawa sebagai bentuk keselarasan dengan karakter setempat,  
g. Pemilihan warna agar selaras dengan material bata ekspose, seperti teracotta bisa dikombinasikan dengan warna lain  

2. Kualitas Lingkungan 
 

a. Tata masa dan bentuk bangunan agar merespon view dan akses ke jalan raya serta memperhatikan faktor iklim 
b. Desain bangunan agar mengoptimalkan pencahayaan dan penghawaan alami; 
c. Tata hijau dioptimalkan pada jalur tepi jalan, ruang publik maupun kaveling bangunan untuk pemenuhan kebutuhan oksigen, keteduhan 

serta kenyamanan iklim mikro; 
d. Selain fungsional, desain street furniture membentuk citra kawasan mendukung histori Kawasan Keraton Kartasura dengan memadukan 

material finishing bata ekspose, tiang besi motif ukir Jawa.  
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Aturan Anjuran Street Furniture di Segmen 1; Segmen 2; Segmen 3; Segmen 4; Blok 1; Blok 2 

Elemen Street Furniture Fungsi Kriteria Teknis Kriteria Desain Penempatan 

1. Lampu Jalan 

Penerangan jalan untuk 
kendaraan dan keselamatan 

umum 

 Tinggi 6–12 m  
 Jenis lampu LED  
 Lux: 20–35  
 Sudut pencahayaan downward  
 Jarak antar tiang: 3–4x tinggi 

 Desain sesuai konteks 
kawasan  

 Material tahan cuaca  
 Bisa dilengkapi solar panel 

Di trotoar, tidak menghalangi 
pejalan kaki, tidak terhalang 

pohon 

2. Lampu Trotoar 

Penerangan untuk pejalan 
kaki, meningkatkan 

kenyamanan malam hari 

 Tinggi 3–4,5 m  
 LED 15–40 W  
 Lux: 3–10  
 Warna cahaya: 2700–4000K  
 Jarak antar tiang: ±10–15 m 

 Skala manusia, 
 Tidak menyilaukan  
 Desain sesuai zona  
 Bisa dilengkapi solar panel 

Di sepanjang trotoar, taman, 
area pejalan kaki, dekat bangku 

3. Kursi Trotoar 

Tempat duduk untuk pejalan 
kaki, lansia, dan pengguna 

ruang publik 

 Tinggi dudukan: 40–45 cm  
 Panjang: 120–180 cm - Material tahan 

cuaca dan kokoh 

 Desain ergonomis  
 Warna netral atau tematik  
 Tidak menghalangi jalur 

trotoar 

Setiap ±100–150 m di trotoar, 
taman, halte, dan ruang terbuka 

publik 

4. Tempat Sampah 
Mendukung kebersihan dan 

pemilahan sampah 

 Kompartemen 2 jenis (sampah organic 
dan non organik) 

 Kapasitas 30–100 liter  
 Dilengkapi tutup dan label 

 Warna sesuai standar  
 Ketinggian maksimal ±90 

cm 
 Material tahan benturan 

dan UV 

Setiap 50–100 m, dekat kursi, 
halte, taman, area komersial 

5. Bollard 
Pembatas area Trotoar dari 

kendaraan bermotor 

 Tinggi 60–90 cm  
 Jarak antar bollard ±1,2 m  
 Reflektor atau cat menyala malam 

hari 

 Tidak tajam, warna 
kontras  

 Bisa tetap, fleksibel, atau 
removable  

 Estetis dan aman 

Di ujung trotoar, pintu masuk 
kawasan pejalan kaki, jalur 

sepeda 

6. Signage & Wayfinding 
Informasi arah, lokasi, dan 

identitas kawasan 

 Tinggi 2–2,5 m  
 Font besar, mudah dibaca  
 Bahasa Indonesia dan Bahasa Jawa, 

ikon universal 

 Konsisten secara visual  
 Material anti karat/UV  
 Dapat backlit/LED 

Persimpangan jalan, area publik, 
taman, dekat transportasi publik 
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SIMULASI RANCANGAN TIGA DIMENSIONAL 

 

Segmen 1 
a. Diarahkan pada penguatan visualisasi gapura/ tugu 

batas kota sebagai edges edges yang memiliki kesan 
kuat dalam konteks regional, penanda memasuki 
kawasan perkotaan Kartasura Kabupaten 
Sukoharjo; 

b. Penguatan  citra local dilakukan dengan cara  
menerapkan bentuk atau ornament yang berasal 
dari arsitektur tradisional Jawa, corak batik dan  
tokoh wayang/ gunungan. 

c. Upaya mengaitkan citra kawasan dengan histori 
Keraton Kartasura dilakukan dengan menggunakan 
material finishing batu bata ekspose sebagai 
transformasi dari  tampilan bangunan cagar budaya 
Benteng Keraton Kartasura. 

 

 
 

Alternatif visualisasi Gapura/ Tugu Batas kota (Segmen 1a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternatif visualisasi Gapura/ Tugu Batas 
Kota 

 

 

 

 

 

 

 

Visualisasi  desain koridor jalan Adi 
sumarmo di Segmen 1 

 

 

 

Kondisi Eksisting Segmen 1 

 

 

 

 

 

 

 

Lokasi 
Gapura/ Tugu 
Batas kota 
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Segmen 2 
a. diarahkan pada penguatan kesan 

nodes koridor melalui penataan 
public space menjadi kawasan 
kuliner eks Kawedanan; 

b. Penguatan  citra local dilakukan 
dengan cara  menerapkan bentuk 
atau ornament yang berasal dari 
arsitektur tradisional Jawa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visualisasi Pusat Kuliner di Eks Kawedanan Kartasura (Segmen 2) 

 

 

 

 

 

 Lokasi Pusat 
Kuliner 
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Segmen 3 
a. Diarahkan pada penguatan fungsi Pusat Pemerintahan dan 

RTH sebagai paru-paru kota melalui penataan fasad 
bangunan, penataan pedestrian dan RTH; 

b. Penguatan  citra local dilakukan dengan cara  menerapkan 
bentuk atau ornament yang berasal dari arsitektur 
tradisional Jawa. 

 

 

Visualisasi RTH Lapangan OlahRaga Ngabeyan dikembangkan  menjadi RTH Lapangan Olahraga 

 

 

 

Kondisi Eksisting 

   Lokasi RTH 
Lapangan Olahraga 

Desa Ngabeyan 

Lokasi RTH 
Lapangan Olahraga 
Desa Singopuran 

a. Desain RTH fungsional, aman, 
nyaman, ramah ligkungan dan 
inklusfif; 

b. Jenis pohon yang ditanam 
berfungsi menjadi pelindung, 
pembatas, estetis, penghasil 
oksigen dan penghasil buah 
yang dapat dikonsumsi. 

c. Jenis Pohon utama yang 
ditanam adalah Trembesi 
(Samanea Saman), Ketapang 
kencana (Terminalia mantaly), 
Bungur (langerstromea 
loudonii), mangga (Mangifera 
indica), Nangka (Artocarpus 
heterophyllus), kelengkeng 
(Dimocarpus longan). 

Visualisasi RTH Lapangan Olahraga Ngabeyan dikembangkan menjadi RTH Lapangan Olahraga 
Kompetitif 
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Segmen 3  

 *  

  

Visualisasi RTH Lapangan Olahraga Ngabeyan dikembangkan menjadi RTH Lapangan Olahraga Kompetitif 
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Desain RTH Lapangan Olahraga Desa Singopuran: 

a. Bangunan pertokoan di bagian depan Lapangan 
Desa Singopuran direnovasi sehingga menjadi 
boulevard sekaligus mezanin untuk mengakses 
fisik maupun visual keasrian  Lapangan/public 
space Singopuran.  

b. Desain Bangunan food court menggunakan konsep 
transparant sehingga secara visual lapangan dapat 
dilihat dari arah jalan Adi Sumarmo. 

 

*   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visualisasi RTH Lapangan Olahraga Desa Singopuran menjadi ruang publik (public space) dengan fungsi olahraga dan taman rekreasi 
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Blok 1  

Segmen 4 

 

 

Pengembangan Segmen 4: 

a. Penguatan citra local dilakukan 
dengan cara menerapkan bentuk 
atau ornament yang berasal dari 
arsitektur tradisional Jawa. 

b. Sirkulasi pejalan kaki (pedestrian) 
harus menerus, tidak terputus 
oleh akses masuk ke kapling 
bangunan. 

c. Pada akses ke persil, ketinggian/ 
kelandaian trotoar bagian tengah 
tidak boleh diturunkan. 
Kelandaian boleh dilakukan 
kearah melintang trotoar searah 
kendaraan masuk pada awal 
akses atau akhir akses. 

d. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki 
berupa jalur pedestrian dengan 
ketentuan:  

c. Lebar minimal 2 m terdiri dari 
1,5 m area pejalan kaki dan 0,5 
m berupa RTH dan area 
penempetan street furniture; 

d. Kemiringan melintang 2-3% 
e. Kemiringan memanjang 

disesuaikan dengan kemiringan 
jalan 

f. Perkerasan: Paving blok 
g. Arah pandangan: Bebas ke semua 

arah 
h. Tinggi ruang bebas: Tidak kurang 

dari 2,5 m 
i. Kedalaman bebas: Paling sedikit 1 

meter 
j. Ramp ke arah jalan raya atau 

kapling bangunan Minimal 
lebar ruang yang datar (disisakan 
untuk berpejalan kaki dan kursi 
roda )  

k. Entrance ke kapling bangunan: 
dtar terhadap trotoar 

l. Guiding block 30x30 cm 
m. batas yang jelas berupa kerb atau 

batas penghalang. 
n.  Perbedaan level ketinggian 20 cm 

dari permukaan aspal jalan raya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kondisi Eksisting 

Pada akses ke persil, 
ketinggian/ 
kelandaian trotoar 
bagian tengah tidak 
boleh diturunkan. 

Penataan perlengkapan jalan (street 
furniture) dan pohon  peneduh ada di 
RTH tepi jalan yang terletak di area 
pedestrian selebar 0,5 meter. 

Kelandaian boleh 
dilakukan kearah 
melintang trotoar 
searah kendaraan 
masuk pada awal 
akses atau akhir 
akses. 

Penataan 
perlengkapan jalan 
(street furniture) dan 
pohon peneduh ada 
di RTH tepi jalan 
yang terletak di area 
pedestrian selebar 
0,5 meter. 
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o. Blok 1, diarahkan pada penguatan kawasan kuliner ‘sego liwet’ 
sekaligus pusat perkotaan Kecamatan Kartasura Kabupaten 
Sukoharjo melalui penataan  public space, landmark  dan 
pedestrian; 

p. RTH taman di public space Perempatan Kartasura berfungsi sebagai 
landmark pendukung memori histori dan mencitrakan Keraton 
Kartasura 

q. Tanaman yang ditanam berupa tanaman yang mengandung nilai 
historis dan kelokalan berupa pohon dan tanaman hias baik perdu, 
tanaman rambat, semak maupun ground cover. 

r. Jenis pohon yang ditanam adalah beringin (ficus benjamina), sawo 
kecik (manilkara kauki) dan melinjo (gnetum gnemon linn). 

 

Visualisasi Public Space Perempatan Kartasura   
(Pertemuan Jalan Wimboharsono, Jalan Adi Sumarmo dengan Jalan A. Yani Kartasura) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visualisasi fasad bangunan bernuansa lokal di Perempatan Kartasura 

 

 

                                                                       Kondisi Eksisting 

  

   

 

 

 

 

 

Public Space Perempatan Kartasura 
(Pertemuan Jalan Wimboharsono, 
Jalan Adi Sumarmo dengan Jalan A. 
Yani Kartasura) 

Pertigaan Standar 
(Pertemuan Jalan Wimboharsono 
dengan Jalan Slamet Riyadi) 
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Visualisasi Public Space Perempatan Kartasura 
(Pertemuan Jalan Wimboharsono, Jalan Adi Sumarmo dengan Jalan A. Yani Kartasura) 
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Blok 2 
Blok 2 diarahkan pada penguatan Situs Keraton Kartasura melalui 
pembuatan out door museum dengan penataan pedestrian di sekitar ‘boto 
rubuh’ dilengkapi prasasti yang informatif terhadap nilai historis sekaligus 
menjadi barrier fisik situs cagar budaya. 

 

Visualisasi Gerbang Jalan Ngemplak ke arah Situs Keraton Kartasura 

 

 

Visualisasi prasasti di area ‘Boto Rubuh’ 

 

                                                                       Kondisi Eksisting 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran VI 
    PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR… TAHUN 2025 
    TENTANG RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN 
    JALAN ADI SUMARMO, JALAN WIMBOHARSONO, JALAN NGEMPLAK KARTASURA 
    KABUPATEN SUKOHARJO 
 

Gerbang Jalan Ngemplak ke arah 
Situs Keraton Kartasura 
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BUPATI SUKOHARJO, 

 

 

ETIK SURYANI 
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LAMPIRAN VI 
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR          TAHUN 2025 
TENTANG  
RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN JALAN ADI 
SUMARMO, JALAN WIMBOHARSONO, JALAN NGEMPLAK 
KARTASURA KECAMATAN KARTASURA KABUPATEN 
SUKOHARJO 

 
TABEL 3. RENCANA INVESTASI PADA KAWASAN PERENCANAAN YANG TERINCI MENJADI URAIAN KEGIATAN, LOKASI, SKALA PRIORITAS DAN SUMBER PENDANAAN 
 

NO KEGIATAN LOKASI PENANGANAN 
PRIORITAS 

SUMBER PENDANAAN 
I II III 

Tata kualitas lingkungan         

1. Gapura/ Tugu Batas kota segmen 1 Pembangunan v     APBD Kabupaten 

2. Baliho utama 
segmen 1, segmen 2, segmen 3, segmen 4, Blok 
1, dan Blok 2 

Penyediaan     v APBD Kabupaten 

3. Street furniture 
segmen 1, segmen 2, segmen 3, segmen 4, Blok 
1, dan Blok 2 

Penyediaan   v   APBD Kabupaten 

Sistem Ruang terbuka hijau dan public space         

1. 
RTH Lapangan Olahraga 
Desa Ngabeyan dan Desa 
Singopuran 

segmen 3. Lapangan Olahraga Desa Ngabeyan 
dan Desa Singopuran 

Pembangunan  v     APBD Kabupaten 

2. Pohon peneduh jalan 
segmen 1, segmen 2, segmen 3, segmen 4, Blok 
1, dan Blok 2 

Penanaman   v   APBD Kabupaten 

3. Taman Kaveling 
Kaveling bangunan milik pemerintah dan 
masyarakat umum  

Pembangunan     v Swadaya masyarakat 

4. 
Penataan Pusat kuliner 
Eks kawedanan  

Segmen 2 Pembangunan v     APBD Kabupaten 

Pergerakan dan Sirkulasi         

1. Pedestrian 
segmen 1, segmen 2, segmen 3, segmen 4, Blok 
1, dan Blok 2 Pembangunan v     APBD Kabupaten 

2. Penyediaan jalur sepeda 
segmen 1, segmen 2, segmen 3, segmen 4, Blok 
1, dan Blok 2 Peningkatan   V   APBD Kabupaten 

3. Marka jalan  
segmen 1, segmen 2, segmen 3, segmen 4, Blok 
1, dan Blok 2 Peningkatan   v   APBD Kabupaten 

4. 
Pintu akses dan Boulevard 
Alun-alun atau Lapangan 
Desa Singopuran 

lapangan Singopuran Pembangunan   v   APBD Kabupaten 

5. 
Penataan kantong parkir, 
dan parkir on street pada 
salah satu sisi jalan 

segmen 1, segmen 2, segmen 3, segmen 4, Blok 
1, dan Blok 2 Pembangunan   v   APBD Kabupaten 

6. Rambu Lalu Lintas 
segmen 1, segmen 2, segmen 3, segmen 4, Blok 
1, dan Blok 2 Peningkatan v     APBD Kabupaten 

7. Perbaikan perkerasan jalan 
segmen 1, segmen 2, segmen 3, segmen 4, Blok 
1, dan Blok 2 Peningkatan v     APBD Kabupaten 
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NO KEGIATAN LOKASI PENANGANAN 
PRIORITAS 

SUMBER PENDANAAN 
I II III 

Utilitas             

1. 
Pembuatan instalasi/ 
saluran utilitas bawah 
tanah 

segmen 1, segmen 2, segmen 3, segmen 4, Blok 
1, dan Blok 2 Pembangunan   v   APBD Kabupaten 

2. 
Penyediaan tempat 
sampah terpilah 

segmen 1, segmen 2, segmen 3, segmen 4, Blok 
1, dan Blok 2 Penyediaan     v APBD Kabupaten 

3. 
Perbaikan jaringan 
drainase 

segmen 1, segmen 2, segmen 3, segmen 4, Blok 
1, dan Blok 2 Peningkatan     v APBD Kabupaten 

TOTAL   
 

 
BUPATI SUKOHARJO, 

 

 

 

ETIK SURYANI 
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